


i

Ahmad Ali Nurdin, Ph.D.

 Agama
dan

Politik

Pusat Penelitian dan Penerbitan
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Bandung
2019



ii



iii

Kata Pengantar

Kajian tentang hubungan agama dan politik seolah tak pernah 
berakhir. Karena memang dua-duanya yaitu agama dan politik 
adalah bagian dari instrument penting kehidupan manusia. Secara 
naluriah manusia pasti memiliki agama dan agama itu mempengaruhi 
kehidupan individu dan sosialnya. Begitu juga manusia adalah 
zoon politikon (political animal) atau binatang yang berpolitik kata 
Aristoteles.

Meskipun hubungan agama dan politik itu sangat erat dan 
saling mempengaruhi, belum banyak akademisi yang memfokuskan 
dan menuliskannya dalam bentuk buku, terutama dalam bahasa 
Indonesia. Karenanya buku ini mudah-mudahan bisa memberikan 
kontribusi dan mengisi ‘gap’ kurangnya literatur yang mengkaji 
hubungan timbal balik antara agama dan politik.

Buku ini pada dasarnya bertujuan untuk meluruskan pandangan 
beberapa ilmuan politik  yang masih memandang agama sebagai 
subjek penelitian yang marginal atau a peripheral subject matter. Hal 
ini mungkin saja terjadi karena para peneliti dalam ranah bidang ini 
masih terpengaruh oleh thesis sekularisme yang dianggap masih 
valid dan kuat.

Kesalahan asumsi bahwa thesis sekularisme masih cukup valid 
merupakan kesalahan yang cukup serius yang perlu diperbaiki, 
paling tidak karena dua alasan. Pertama, fakta menguatnya 
kepercayaan keagamaan dan organisasi-organisasi agama hampir 
di semua negara di dunia menunjukkan bahwa menyepelekan atau 
mengabaikan agama berarti mengabaikan salah satu variabel penting 
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dalam menjelaskan politik di suatu negara. Alasan kedua, studi 
agama perlu diperhatikan karena fakta bahwa inspirasi yang muncul 
dari riset-riset tentang agama dan kepercayaan serta riset organisasi 
keagamaan telah menjadi pertanyaan penting bagi para ilmuan 
politik perbandingan. Buku ini ingin menguatkan argument yang 
berpandangan positif tentang peran agama seperti yang diungkapkan 
Alexis de Tocqueville. Dia mengatakan bahwa agama bukanlah 
produk dari keterbelakangan ekonomi dan masyarakat yang tidak 
tercerahkan. Buktinya, ketika ekonomi dan pendidikan masyarakat 
meningkat, peran agama termasuk dalam berpolitik dan bernegara 
justru menjadi semakin kuat dalam kehidupan masyarakat, bukan 
sebaliknya.

Untuk menguatkan asumsi Tocquiville di atas, buku ini 
membahas berbagai macam isu yang berkaitan dengan peran agama 
dalam politik yang terbagi kepada 8 Bab. Pada Bab I (Pendahuluan), 
penulis mendiskusikan dua pandangan atau paradigma menarik 
tentang hubungan agama dan politik dari sisi kaum yang pesimis 
dan optimis. Hanya saja fakta-fakta menangnya kaum optimis yang 
mengatakan bahwa agama mempunyai peran signifikan dalam politik 
lebih ditonjolkan. Diakhir bab 1, pertanyaan-pertanyaan penelitian 
yang akan dicoba dijawab pada bab-bab selanjutnya dicantumkan.

Bab II menjadi basis teori dari buku ini yaitu menjelaskan 
variasi pengertian agama, politik dan ilmu politik. Selanjutnya fungsi 
dan peran agama dalam kehidupan individu dan sosial manusia 
didiskusikan pada bab dua ini. Bab III berisi penjelasan tentang 
bagaimana saling mempengaruhinya antara agama dan politik serta 
posisi agama dalam kajian politik. Pada bab ini juga dibahas tentang 
‘mitos’ menurunnya peran agama dalam politik dan ketertarikan 
kembali praktisi politik dan negara terhadap agama. 
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Bab IV mendiskusikan secara panjang lebar tentang runtuhnya 
sekularisme. Dengan majunya ilmu pengetahuan, teknologi dan 
modernisasi diprediksi bahwa agama akan ditinggalkan, ternyata 
prediksi itu salah. Kesalahan prediksi itu terbukti dengan semakin 
menguatnya peran agama dalam negara atau politik. Kesalahan 
prediksi ini membuat sosiolog terkemuka Peter Berger merevisi 
pandangannya tentang peran agama.

Pada Bab V, macam-macam model atau type hubungan antara 
agama dan negara akan dibahas dan didiskusikan secara mendalam. 
Peran agama dalam membentuk opini publik serta hubungannya 
dengan politik nasionalisme didiskusikan dalam bab ini. Setelah bab 
ini dilanjutkan dengan pembahasan hubungan agama dan demokrasi 
pada Bab VI. Diskusi tentang apakah ada kompatibilitas antara agama 
dan demokrasi dibahas pada bab ini. Beberapa contoh bagaimana 
Barat memandang demokrasi serta pandangan-pandangan agama 
seperti Konfusionisme dan Islam tentang demokrasi dibahas pada 
bab ini.

Bab VII mengkaji tentang hubungan antar agama dan gender. 
Pengertian gender, gerakan feminism dan tujuannya dibahas 
diawal bab ini. Diskusi kemudian dilanjutkan seputar penyebab 
ketidakadilan gender dan bagaimana agama berperan dalam 
memerangi ketidakadilan gender. Konsep kesetaraan gender dalam 
Islam dengan tawaran kontekstualisasi penafsiran al-Qur’an untuk 
memerangi ktidakadilan gender dibahas dalam bab ini.

Bab VIII mendiskusikan hubungan antara agama dan 
pembangunan. Bab ini dimulai dengan pembahasan tentang arti 
pembangunan dan teori pembangunan. Selanjutnya pentingnya 
agama dalam studi pembangunan dibahas pada bab ini. Terakhir, bab 
ini menjelaskan tentang bagaimana peran agama dalam pembangunan 
sosial, ekonomi dan memberantas kemiskinan.
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Akhirnya, mudah-mudahan buku ini bisa berkontribusi secara 
signifikan terhadap pengembangan kajian hubungan agama dan 
politik. Seperti kata pepatah: tak Ada gading Yang Tak retak, maka 
penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna. 
Karenanya, kritik dan saran dari para pembaca demi perbaikan buku 
ini, sangat diharapkan.
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1Pendahuluan

BAB I

Pendahuluan

Tuhan Telah Mati, demikian kata Nietzsche. Memang hampir 
satu setengah abad lalu, para ilmuan sosial percaya bahwa 
agama dan organisasi-organisasi keagamaan akan hilang 

dan lepas dari kehidupan sosial atau bahkan kehidupan pribadi 
manusia. Mereka percaya bahwa arus modernisasi dalam bentuk 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan memusnahkan 
kepercayaan manusia modern terhadap Dzat Yang Maha atau Tuhan. 
Masyarakat modern akan tidak percaya lagi terhadap kekuatan 
lembaga keagamaan seperti gereja untuk melahirkan kesejahteraan 
sosial. Hanya saja prediksi seperti itu seolah tidak terbukti terutama 
kalau melihat hasil survey yang dilakukan oleh World Values Survey 
(WVS). Dalam hasil survey terbarunya, WVS menyebutkan bahwa 
lebih dari tiga perempat responden dari 43 negara di dunia masih 
mempunyai kepercayaan dan yakin adanya Dzat supernatural atau 
Tuhan. 63% responden merasa diri mereka masih religius dan bahkan 
70% mengklaim menganut salah satu kepercayaan agama yang ada di 
dunia (Inglehart et al 1998).

Indikator-indikator empiris dalam beberapa penelitian juga 
menyebutkan bahwa kepercayaan serta praktek keagamaan 
yang ada di masyarakat saat ini masih sama seperti kepercayaan 
masyarakat dua abad yang lalu, kalau tidak mau dikatakan lebih kuat 
(Finke&Stark 1992, Stark 1999). Kelompok-kelompok keagamaan terus 
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bermunculan di dunia bahkan dipandang lebih cepat dari prediksi 
para penganut teori sekularisasi. Agama-agama yang sudah mapan 
(seperti Katolik dan Islam) terus menunjukkan kemampuan mereka 
untuk menambah pemeluknya hampir di semua tempat atau negara 
di dunia. Bahkan di negara-negara komunis atau negara eks-komunis, 
kelompok-klompok spiritual menolak untuk gulung  tikar bahkan 
sebaliknya lebih meningkatkan kembali kegiatan mereka setelah 
berabad-abad hidup dalam pemerintahan yang selalu menekan dan 
refresif (Greeley 1994).

Hanya saja, kebanyakan para ilmuwan politik perbandingan 
atau umumnya para ahli politik masih memandang agama sebagai 
subjek penelitian yang marginal atau a peripheral subject matter. Hal 
ini mungkin saja terjadi karena para peneliti dalam ranah bidang ini 
masih terpengaruh oleh thesis sekularisme yang dianggap masih 
valid dan kuat. Kesalahan ini merupakan kesalahan yang cukup 
serius yang perlu diperbaiki, paling tidak karena dua alasan. Pertama, 
fakta menguatnya kepercayaan keagamaan dan organisasi-organisasi 
agama hampir di semua negara di dunia menunjukkan bahwa 
menyepelekan atau mengabaikan agama berarti mengabaikan salah 
satu variabel penting dalam menjelaskan politik di suatu negara. Para 
peneliti Revolusi Iran 1979 terkejut  dengan melihat fakta kuatnya 
potensi Islam dalam memobilisasi masa di Negara yang kelihatannya 
sedang menuju proses modernisasi (sekularisasi) seperti Iran. Begitu 
juga, tidak banyak orang yang berharap dan mengira bahwa pihak 
gereja Katolik akan menjadi pemain kunci dalam menumbangkan 
komunisme di Polandia. Fakta lainnya, mobilisasi pemilih kaum 
minoritas Protestan di Peru yang menyebabkan Alberto Fujimori 
memanangkan pemilihan pada putaran pertama tahun 1992 dan 
menjadikannya presiden banyak mengagetkan orang. Dan di 
beberapa negara seperti Algeria, India, Philipina dan Yugoslavia 
menunjukkan bahwa motivasi agama bisa menyebabkan konflik 
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politik yang kadang bisa menyebabkan konflik yang berdarah-
darah. Karenanya, tanpa diragukan lagi bahwa, agama masih terus 
menampakkan kehadirannya dalam realitas politik global.

Alasan kedua, studi agama perlu diperhatikan karena fakta 
bahwa inspirasi yang muncul dari riset-riset tentang agama dan 
kepercayaan serta riset organisasi keagamaan telah menjadi 
pertanyaan penting bagi para ilmuan politik perbandingan. Tema 
besar seperti aksi kolektif dan hubungan antara ide dan institusi atau 
lembaga segera saja muncul ke dalam pikiran jika mengaitkannya 
dengan agama.  Contohnya, gerakan-gerakan keagamaan telah 
menunjukkan kemampuan yang dahsyat dalam memobilisasi aksi 
kolektif sebuah kelompok, termasuk aksi mereka dalam protes politik 
(Stark & Bainbridge 1985:506–30, Smith 1996). Fakta yang jelas bahwa 
Judaism, Christianity, Islam, Buddhism, dan Hinduism terus menarik 
bagi para pemeluknya setelah berabad-abad menunjukkan kekuatan 
mereka bisa memobilisasi kekuatan agama untuk melakukan sebuah 
gerakan. Tradisi spiritual agama-agama ini juga telah berfungsi 
sebagai alat untuk mobilisasi politik. Dalam beberapa decade terakhir, 
fakta dilapangan menunjukkan bahwa peran agama secara politis dan 
sosial  di masyarakat jauh dari kemungkinann untuk dihindarkan 
atau diabaikan. 

Pelajaran dari terus berfungsinya organisasi atau institusi 
keagamaan juga bisa dijelaskan disini. Gereja Roman Katolik 
misalkan tidak bisa dibantah bahwa ia masih menjadi organissasi 
hirarkis keagamaan yang paling lama bisa bertahan di dunia 
dibandingkan dengan institusi-institusi pemerintahan sekuler yang 
ada. Gereja bahkan pernah berfungsi sebagai instutusi bayangan 
pemerintah di Eropa ketika pemerintahan sekuler melemah (Ekelund 
et al 1996). Yang lebih mengagetkan lagi adalah kuatnya ratusan juta 
umat Katolik yang loyal terhadap perintah Vatikan, padahal mereka 
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berasal dari Negara yang berbeda-beda tanpa harus menghadirkan 
tentara atau polisi untuk menjaga loyalitas umat Katolik tersebut. 
Memahami mekanisme control institusi agama dan bagaimana hirarki 
kepemimpinan dalam institusi agama berjalan tentu akan menarik 
bagi para ilmuan politik. Sayangnya, literature yang membicarakan 
tentang naik turunnya model dan fungsi pemerintahan hirarkis 
seperti Vatikan ini sering diabaikan orang. 

Meskipun agama masih menjadi topik marginal di kalangan 
ilmuan Politik Perbandingan, dua decade terakhir menunjukkan 
adanya ‘ketertarikan baru’ untuk studi dan riset tenatang agama di 
kalangan akademisi. Didorong oleh pertumbuhan mengagumkan 
gerakan fundamentalis pada beberapa agama besar seperti—Judaism, 
Christianity, Islam, dan Hinduism— ketertarikan terhadap agama ini 
menunjukan trend naik. Sebagaimana halnya ketertarikan terhadap 
fenomena global yang dramatis lainnya, riset tentang fundamentalisme 
agama terkadang melahirkan penelitian-penelitian yang menekankan 
‘besarnya’ proses dengan hanya mengandalkan teori basis keilmuan  
yang sempit atau very little microlevel foundational basis. Meskipun 
demikian, masalah ini bisa dengan mudah diatasi. Beberapa ilmuan 
politik, sosiolog, dan bahkan ekonom berusaha untuk melihat 
atau melakukan studi agama dan politik melalui cara yang bisa 
menguntungkan studi politik secara umum. Hal yang menarik adalah 
bahwa studi semacam ini berdasarkan kepada ‘teori pilihan rasional’ 
(Warner 1993), sebuah madzhab pemikiran yang kelihatannya tidak 
akan mampu berhadapan dengan dunia ‘irrasional’ dan spiritual.

Di awal abad dua puluh satu, terlihat adanya kebangkitan –
terkadang dipolitisasi- agama. Trend perkembangan ini terutama 
terlihat setelah usainya era perang dingin (yaitu sejak akhir tahun 
1980an), terutama diantara ’agama-agama besar dunia’ (Buddhism, 
Christianity, Confucianism, Hinduism, Islam and Judaism). Kejadian 
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penting dalam konteks ini, yang sering dijadikan rujukan oleh para 
pemerhati politik, adalah peristiwa Revolusi Islam Iran tahun 1978-
1979, sebagai tanda munculnya kembali gerakan agama (dalam hal 
ini Islam Syiah) sebagai aktor politik signifikan di Iran, negara yang 
hampir sama dengan Turki (dengan penduduk mayoritas Sunni) 
yang hampir satu dekade sebelumnya mengadopsi model negara 
sekuler Barat.

Sejak akhir tahun 1970an, banyak contoh lain tentang 
tumbuhnya pengaruh politik agama yang bisa dicatat –dengan 
sedikit pengecualian di Eropa terutama Eropa Barat. Eropa sering 
dipandang sebagai pengecualian karena beberapa negara di kawasan 
ini sangat sekuler yang menyebabkan agama sangat sedikit perannya 
dalam kehidupan publik. Diantara negara-negara maju, posisi Eropa 
sangat kontras dengan negara maju lainnya seperti Amerika dalam 
memposisikan agama. Lebih dari setengah penduduk Amerika 
mengakui bahwa mereka rutin pergi ke temapat-tempat peribadatan. 
Rakyat Amerika dipandang tiga sampai empat kali lebih religius 
daripada penduduk Eropa. Lebih-lebih delapan kata yaitu– ‘In God 
We Trust’ dan the ‘United States of America’ – muncul atau Nampak 
pada seluruh mata uang Amerika baik mata uang kertas maupun 
koin. Keberlangsungan populernya signifikansi agama di Amerika 
untuk beberapa hal berkaitan dengan isu budaya yang berasal dari 
pandangan dunia penduduk Eropa yang dating ke Amerika pada 
sekitar abad tujuh belas dan delapan belas, yang mana banyak dari 
mereka yang berbagi budaya Protestant-Anglo-Saxon. Pengaruh 
budaya ini sampai sekarang masih merupakan factor budaya yang 
cukup penting di masyarakat.

Dimanapun di dunia, sejak akhir tahun 1970an, kita menyaksikan 
meningkatnya keterlibatan politik para actor agama (agamawan) 
baik  lokal di masing-masing negara maupun dalam pergaulan 
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internasional. Perhatian terbesar biasanya terfokus pada fenomena 
adanya group ‘Islam Fundamentalis’, terutama di Timur Tengah 
yang biasanya dipandang oleh para peneliti sebagai kawasan yang 
terpolarisasi menjadi dua baik itu secara agama maupun politik yaitu 
antara Yahudi dan Muslim. Hal ini terjadi karena kedua agama tersebut 
sering mengklaim sebagai ‘pemilik’ kawsan yang dianggap suci 
(holy places) termasuk wilayah Yerusalem, sementara konflik yang 
berkelanjutan diantara keduanya sering diidentikan sebagai konflik 
antara Yahudi-Israel dengan Muslim-Palestina. Di kawasan ini juga 
dikenal adanya isu politik lainnya –yaitu banyaknya pemerintahan 
yang tidak demokratis- yang mau tidak mau melibatkan beberapa 
actor politik kaum Muslimin yang bermacam-macam. Terlebih-lebih, 
para activist islamist juga dipandang cukup aktif di beberapa wilayah 
lainnya seperti Afrika, Asia tengah, Asia Tenggara dan Asia Timur.

Meskipun demikian, perlu cicatat bahwa bukan hanya kalangan 
Islam yang mencoba menggapai tujuan politiknya dengan membawa-
bawa symbol gerakan agama. Di Negara sekuler India misalkan, ada 
juga contoh kaum militant Hindu yang sering dikaitkan dengan 
kasus Mesjid Babri di Ayodhya tahun 1992. Kejadian di Ayodhya 
ini merupakan peristiwa penting yang membawa perubahan peta 
politik dimana partai politik fundamentalis Hindu, Bharatiya Janata 
Party (BJP), tumbuh menjadi partai politik yang cukup dominant di 
India. Sejak pertengahan tahun 1990an, BJP berhasil menjadi partai 
koalisi yang memerintah dan sampai bulan Mei 2004, ketika BJP kalah 
kuat dengan kemunculan Partai Konggress, BJP masih dipandang 
sebagai partai yang cukup signifikan sebagai partai pemerintah 
di India. Begitu juga Partai agama Yahudi sedang berkuasa pada 
pemerintahan Olmert di Israel, sementara Gereja Roman Katolik 
menjadi pemain utama pada gerakan menuju demokrasi di beberapa 
Negara diantaranya di Polandia, Afrika Selatan dan beberapa Negara 
Amerika Latin. Kesimpulannya, ada beberapa contoh gerakan 
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keagamaan yang terjun ke politik di beberapa Negara di belahan dunia 
baik terlibat dalam konteks politik local maupun politik internasional.

Perdebatan tentang pentingnya peran politik agama dalam 
beberapa aspek kehidupan masa kini bisa dikategorikan atau 
dikelompokkan ke dalam banner ‘Agama, Keamanan dan 
Pembangunan’. Diantara isu-isu yang menjadi perhatian gerakan 
keagamaan tersebut semuanya sepakat berkaitan dengan isu konflik 
dan pembangunan. Diantara isu tersebut adalah isu kontroversial 
yang disebut oleh Samuel Huntington dengan tesisnya ‘clashing 
civilisations’ (benturan peradaban), dengan agama dan budaya 
sebagai factor kunci, sementara pengamat lain menekankan pada 
isu pentingnya peran agama dalam menyelesaikan konflik-konflik 
politik dan agama menjadi komponen utama dalam menciptakan 
perdamaian dunia. Akademisi lainnya memfokuskan perhatian 
pada pengaruh agama terhadap gerakan terorisme terutama setelah 
kejadiam serangan teroris September 11 dengan tema ‘perang 
Melawan terror’, begiru juga tema tentang peran signifikan agama 
dalam mengembangkan posisi wanita atau gender dalam politik,. 
Begitu juga isu-isu controversial yang berkaitan dengan agama seperti 
perdebatan ‘agama dan sains’ tentang terbatasnya Teori Evolusi dari 
Darwin.

Kesimpulannya, bermacam-macam actor serta factor agama 
dewasa ini sedang terlibat dalam isu-isu politik global. Bagi beberapa 
kalangan peneliti, ‘kembalinya’ peran agama tadinya dianggap 
sepele, sampai akhirnya para praktisi pemerintahan, peneliti dan 
pengamat sepakat bahwa situasi politik global telah berubah bahwa 
peran agama dalam peta politik dunia tidak bisa lagi dipandang 
sebelah mata.

Untuk membahas hubungan antara agama dan politik, kita 
perlu menelisik agama secara serius dan dalam. Pertama, bagaimana 
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agama berbeda dari identitas lain seperti identitas etnik, kelas 
social dan negara? Apakah agama sekedar komoditas atau ada 
sesuatu yang unik tentang agama? Kedua, jika agama penting dan 
berpengaruh, bagaimana dan kapan doktrin agama bisa berbeda dan 
membuat perubahan? Ilmu Politik memandang identitas dan doktrin 
agama dengan label komoditas yang fungsional tetapi substansinya 
kecil untuk perkembangan keilmuan. Para ilmuan sosial terkadang 
mengabaikan fakta bahwa diantara agama-agama yang ada: Islam, 
Katolik, Protestan maupun Yahudi, memiliki perbedaan baik itu dari 
sisi doktrin maupun perbedaan interpretasi di internal agama masing-
masing. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak hanya berimplikasi bagi 
para pemeluk agama-agama tetapi juga mempunyai konsekwensi 
logis ketika menghubungkan antara agama dan politik.
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